BAB I11

PENUTUP

A. KESSIMPULAN
Berdasarkan uraian analisis terhadap data yang berhasi| dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran pihak kepolisian lalu lintas polda DI'Y dalam menanggulangi  penggunaan
plat nomor kendaraan pal su, dilakukan dalam dua tahap yaitu

a. Memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat sebagal suatu upaya
pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Pendidikan lalu
lintas kepada masyarakat mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah
satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu
lintas dan-mewujudkan serta menciptakan sikap dan-mental yang patuh dan
taat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

b. Melakukan kampanye tertib lalu lintas karena hal tersebut merupakan salah
satu aktifitas dari kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dalam
rangka menciptakan kondisi tertib berlalu lintas tertentu dalam waktu tertentu
dan relatife panjang atau lama serta terus menerus sesuai sasaran yang ingin
dicapai. Kegiatan ini dilakasanakan agar masyarakat yang awanya tidak
mengerti atau tidak tahu peraturan tertentu akhirnya dapat mengerti serta
memahami dan mematuhi bersama-sama peraturan tersebut, bahkan turut

mendukung dan bertanggung jawab untuk turut menegakkannya.
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2. Tindakan yang diambil di dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu-Lintas
Kendaraan Bermotor Y ang Menggunakan Nomor Polisi Palsu, meliputi tindakan
preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh Diltantas
Polda D1Y berkaitan dengan penggunaan plat nomor palsu di DIY adalah melalui
pemberian informasi atau pemberian penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah
atau Instansi-instansi bahwa penggunaan nomor polisi palsu adalah suatu
pelanggaran teradap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas
dan Angkutan Jalan. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan
melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk menangkap dan
selanjutnya memproses para pengguna nomor polisi palsu sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku, serta memberi tilang dengan sanksi yang tegas sesua
dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan pasal 280, yaitu :

B. SARAN
Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adal ah:
1. Pihak Ditlantas Polda DIY harus lebih sering memberikan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat, instansi-instansi, dan kesekolah-sekolah

tentang arti pentingnya penggunaan plat nomor resmi.
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2. Pihak Ditlantas Polda DY seharusnya lebih tegas didalam pemberian sanksi

terhadap para penggun esmi agar dapat terciptanya tertib

lalu lintas
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